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BUPATI PRINGSEWU

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BL:PATI PRINGSEWU
NOMOR 5% TAHUN 2017

TENTANG

FEREUBAHAN ATAS FEEATURAN BUPATI PRINGSEWU NOMOR 39 TAHUN 2017
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN

Menimbang

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

bahwa Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 39
Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2017% telah  diundangkan dan
dilakszanakean;

bahwa dengan adanya penataan dan pergeseran
anggaran pada Dinag Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pringsewy maka guna memenuhi
ketentuan Pasal 160 Peratmran Menter: Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah schageimana iclah
dinhah heberapakali terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Neperi Nomor 21 Tahun 2011 dan
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesin Nomor 910/106/3J langgal 11 Januari
2017 tentang Petunjuk Telmis Penganggaran,
Pelaksanaan dan Penatausahaan serta
Pertanggungjawaban Dana Bantuan Ogperasional
Sekolah  3atuan Fendidikan Negeri Yang
Diselenggarmkan oleh Kabupaten/Kota  pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dasar pelaksanaan perlu dilakukan
pergeseran anggaran dengan merubah Peraturan
Bupali Pringsewu Nomor 39 Tahun 2017 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerab Tahun Anggaran 2017,

hahwna berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
atas Peraturan Bupati Pringsewu Numos 39 Taliun
2017 tentang Penjabaran Perubahan Anpparan
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2017,




Mcagingat : 1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penvelenggara Negara Yang Bersith dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Teunbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomeor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara [Lembaran Negarm Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lemmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 34256);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Siastem TIendidikan MNasional (Lembarar Negara
Republilk Indeonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambzhan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan  Negara  (Lembaran  Negars
Republik Indonesia Tabhun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
[ndonesgia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahar
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421]:

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusart
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Iodonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia
Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi
Lampung {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4932);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
130, Tambahan Lemburan: Negara Republik
Indonesia Nomor 5049}

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-und
(Lemmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor &2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 32234);
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2414 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesin Tahun 2011 Nomeor 244, Tambahan
Lembharan Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagrirmmana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomnr 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik I[ndonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tamnbahan Lembacan Negara Republik Indonesia
Nomor 5601];

Peraturan Pemerintah Nomer 24 Tahun 2004
rentang Kedudukan Protokaler dan Keuangan
Pimpinan dan Angpota Dewan Perwaldlan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negara  Republik Indonesia Nomor  4418]
sehagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun
2007 |Lembaran Megara Kepublik Indonesia Tahun
2007 MNomor 47, Tambahon Lembaran Negars
Republik Indonesia Nomor 47 12);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara  Republik  Indoneain Nomor 48502
sehagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Fomor 17,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomeor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4373),;

Peraturan Pemerintah Nomor 356 Tahun 2005
tentang Sistern  Informasi  Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telzh diubah
dengan Peraluran Pewerintah Nomor @5 Tahun
2010 [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5155);




17.

18.

19.

20,

21.

22,

23.

24,

25.

26,

Peraturan Pemerinteh Nomeor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndunesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerinteh Nomor 65 Tahun 20005
tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambzhan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585];

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
rentang Pelaporan Kenangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah [(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 46 14};

Feraturan Pemerintzh Nomor 22 Tahun 2008
tentang Pendanaan dan Peoogelolaan Bantuan
Bencana (lLembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008
tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Newgoa
Republik [ndenesia Tahon 2008 Nomar 91,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4864};

Peraturan Pemerintah Nomor 5 ‘Tahun 2008
tentang Banitnan Keuangan Kepada Partai Politik
[Lembaran Ncegara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 18, Tambshan Lembaran Negara Republik
[ndonesia Nomor 4972];

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan
[nsentif Pemungutan Pajak Dacrah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011
tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2011 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomeor 5219},

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012
tentang Hibah Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 35, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272,

Pcraturan Pemernntah Nomer !8 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nemor 114,
Tambahen Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3687);




27.

28.

30.

31.

32,

33.

34,

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
1enlang Pembinaan dan Pengawasan
Penvelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor bUS/);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwaldlan Raloyat Daerah
{(Lembaran Negara Indonesia Tahun 2017 Nomor
6057);

. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana
telah diubah  beberapakali  terakhir dengan
Peraturan  Poreaiden Nomeor 4 Teahun 22015
iLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 5);

Peraturan Menteri Dalam Negern Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimansa telah diubah beberapakali
terakhir derngan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 2@ Tahun 2011 (Berita Negara Republik
Indonesia Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sesial yang Bersumber dar Anggaran
Pendapatan den Belanja Daerah (Berita Negora
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450)
sebagaimana telah dinbah beberapakali terakhir
dengan Peraturan Menteni Dalam Negernn Nomor 14
Tahun 2016 (Berita Negara Republik ndonesia
Tahun 2016 Nomor 541];

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pemmbentukan Produk Hukum Daerah
[Berita Negara Republik [ndonesia Tahun 2015
Nomor 2036);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun
2016 tentang Pedoman Penvusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dasrah Tahun Anggaran
2017 (Rerita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor B874) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109
Tahun 2016 {Berila Negara Republik [ndonesia
Tahun 2017 Nomor 125);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun
2017 tentang  Pengelompokan  Kemampuan
Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Dana Operasional; "




Memperhatikan

Menetapkan

35. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewn Nomor 07
Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Pringsewu Tahun 2010 Nomor 07);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 05
Tahun 2017 tentang Kedudukan Frotokoler, Hak
Kecuangan dan Administratf Pimpinan dan Anggota
Dewarnn Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Pringsewu {Lembaran Daerah Kabupaten
Pringsewn Tahun 2017 Nomor 05);

37. Peraturan Daemah Kabupaten Pringsewu Nomor 10
Tabun 2017 tentang Perubahan  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tehun Anggaran
2017 {Lembaran Daerah Kabupaten FPringsewn
Tahun 2017 Nomor 10);

38. Peraturan Bupati Pringsewnu Nomor 39 Tahun 2017
tentang Penjabaran Perubahan  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringscewu
Tahun 2017 Nomor 39);

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor
10/106/8J tanggal (1 Januari 2017 tentang
Fetunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatansshaan serta Pertanggungjawaban Dana
Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan
Negeri Yang Diselenggarakan oleh Kabupaten/Eota
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI PRINGSEWU NOMOR 39 TAHUN
2017 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

A, Beberapa ketentuan dalam Peraturan Dupati
Pringsewnt Nomor 38 Tahun 2017 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 mengalami
pergeseran scbagai berikul.

1. Pada Lampiran I tentang Ringkasan Penjabaran
APBD Tahun Anggaran 2017;

2.Pada Lampiran lLa tentang Ringkasan
Penjabaran APBD berdasarkan Rincian Obyek
Pendapatan, Belanjg dan Pembiayann pada
Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017,




3. Pada Lampiran Il.1 tentang Penjabaran APBD
Unit Organisasi Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan pada Belanja Langsung
Pengelolaan BOS.

B. Rincian Pergeseran sebageimana dimaksud pada
huruf A, secara rinci tercantum dalam Lampiran I,
Lampiran l.a dan Lampiran 1.1 yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Paszal I

FPeraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
dinndangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini  dengan

penempalannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Pringsew

Bitetapkan di Pringsewu

pada tenggal 29 pagember 2017
EUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADE

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal 29 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH KARUPATEN PRINGSEWIT,

dto
A. BUDIMAN PM

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2017 NOMOR 55

Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Bina dan Fasilitasi Produk Hukum
Sekretariat Daerah Kabupgten Pringsewu,
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